
A. Lat�r Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, 

pemerintah membutuhkan da11a yang tidak sedikit. Dana tersebut diperolch dari 

berbagai swnber pcndapatan ncgara antara lain dari penerimaan pajak, sumber 

daya alam, bagian laba BUMN, dan pcn.:rimaan bukan pajak lainnya seperti 

hibah, pcndapatan bunga, pendapatan jasa, gratifikasi, uang sitaan basil korupsi, 

dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan 

banya pada pcnerimaan dari sektor pcrpajakan khususnya pajak penghasilan. 

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaa�1 diharapkan semakin 

mcningkat setiap tahun St:iring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan 

gas bumi terhadap penerimaan negara. Hal tersebut dikurenakan minyak dan gas 

bumi memiliki keterbatasan untuk jangka panjang karena sifatnya yang tidak 

dapat diperbarui dan suatu saat akan habis. Olch karcna itu, sangat tepat jika 

pemerintah mengandalkan pencrimaan pajuk sebagai sumber pcnerimaan m:gara 

�eperti halnya di negara-negara maju. Pt!nerimaan pajak dapat berasal dari Pajak 

Pengbasilan (PPb), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pcnjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bwni dan Banguoan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai maupun pajak-pajak laiunya. 

Untuk membangun lbndasi pt:rpaJakan yang kuat sebagai sumber 

pencrimaan negara yang layak dan dapat diandalkan maka untuk pertama kalinya 
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dilak:ukan pcrubahan sistem perpajakan nasional melalui refonuasi pcrpajakan 

(tax reform). Pembaharuan itu dimulai dengan membuat Undang-Undang 

PerpaJakan baru pada tahun 1983 untuk menggantikan uodang-undang 

sebelumnya yang dipandang sudah tidak scsuai lagi dengan perkembangan negara 

kita. Refom1asi perpajakan yang dilakukan pemerintah tahun 1983 mcoghasilkan 

3 (tiga) Undaog-Undang (UU) Perpajakan yaitu : 

I. UU No. 6 Tahun 1983 teotang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pcrpajakan , 

disingkat KUP. 

2. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Pcnghasilan, disingkat PPh. 

3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. 

Berdasarkan pembabaruan peraturan tersebut, telah dilakukao perubahao 

sistem pcmungutan pajak dari sebelumnya official assesme/11 system menjadi self 

ussesment system. Bila dengan u_fficiaf assesmcmt system, mak:l yang menghitung 

dan mcnetapkan b�amyu pajak tcrutang yang harus dibayar olch Wajib Pajak 

adalahfisc:us. Pctugas Pajak (fiscws) berdasarkan data dan infonuasi yang dimilik.i 

menerbitkan sural kt:te tapan pajak bagi setiap Wajib Pajak, dan besamya pajak 

yang harus d iba yar adalah sesuai dengan sural kctcpatan terscbut, scdangkan 

dengan sl!lf asseSmi!Jll system, maka c.Jiberikan kt:pt:rcayaan kepada Wajib Pajak 

uotuk menghilung, mempcrhitungkan, mcmbayar, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajaknya yang tcrulang. 


